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KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON TAHUN 2026

= ey

b.

bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat
diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat
ketat dan terbatas;

bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon
Informasi Publik Pemerintah Kota Cirebon sebagai
Badan Publik Wajib membuat pertimbangan tertulis
atas setiap kebijakan yang diambil;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Klasifikasi
Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan
Pemerintah Kota Cirebon;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang KIP (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);

. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017

tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2013
tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas
dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 48);

. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 22 Tahun 2024

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi



MENETAPKAN
KESATU

KEDUA

6. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2013

tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas
dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 48);

. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 22 Tahun 2024

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun
2024 Nomor 22);

. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 437 Tahun 2024

tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi.

MEMUTUSKAN

Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan
Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 25 Februari 2026

Sekretaris Daerah Kota Cirebon
selaku Atasan PPID Kota Cirebon

“SUMANTO



Lembar Uji Konsekuensi

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas

dilakukan oleh:
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LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN
URUSAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA CIREBON

Informasi (Berisi Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi Jan_gka Waldu
: . . Dasar Hukum . : . (disebutkan
No | Unit Kerja | Informasi tertentu yang . . uraian konsekuensi/pertimbangannya) )
. . Pengecualian Informasi jangka
akan dikecualikan waktunya)
Dibuka Ditutup y
UU No. 14 Tahun 2008 Bila terjadi multi tafsir | Pelaksanaan
UU No. 15 Tahun 2004 | terhadap pemahaman | kegiatan dapat .
Seluruh tentan Pemeriksaan | yan tidak utuh | berjalan sesuai Sampal
1 | Perangkat | RKA/DPA Murni 9 yang J . dengan LKPD
Pengelolaan dan | terhadap RKA/DPA | dengan input, output, .
Daerah . Audited
Tanggungjawab akan menghambat | outcome yang telah
Keuangan Negara pelaksanaan kegiatan | tetapkan dalam DPA
Bila terjadi multi tafsir | Temuan temuan
UU'No. 14 Tahun 2008 terhadap pemahaman | dalam LHP BPK
UU No. 15 Tahun 2004 ; . . .
Seluruh tentan Pemeriksaan | Y2"9 tidak utuh | dapat diselesaika Sampai
2 | Perangkat | LHP BPK Pen e?olaan dan terhadap LHP BPK | sesuai dengan | dengan LKPD
Daerah g ) akan menjadikan | rekomendasi  BPK Audited
Tanggungjawab d q q d
Keuangan Negara lugaan dugaan yang | tanda ada
tidak berdasar kegaduhan
Seluruh UU No. 14 Tahun 2008
N , UU No. 27 Tahun 2022 | Mengungkap data | Melindungi data Tidak
3 | Perangkat | Daftar Gaji Pegawai : o . o .
tentang Perlindungan | pribadi pegawai pribadi pegawai Terbatas
Daerah L
Data Pribadi
UU No. 14 Tahun 2008
Seluruh UU No. 27 Tahun 2022 : . .
4 | Perangkat | Daftar Utang Pegawai | tentang Perlindungan Mr?bne?dl:n%k?/vai data Mriegglgiunglawai data T;tc)i:tl;s
Daerah Data Pribadi b beg b beg
Seluruh UU No. 14 Tahun 2008
Daftar Rek  Bank | UU No. 27 Tahun 2022 | Mengungkap data | Melindungi data Tidak
5 | Perangkat L , : o . o .
Daerah Pribadi Pegawai tentang Perlindungan | pribadi pegawai pribadi pegawai Terbatas

Data Pribadi




Seluruh Undang-Undang No. 7 . . .
6 | Perangkat | Data Wajib Pajak Tahun 2021 Pasal 34 Mr?bn;dlfr\'/g;?bp a.akdata Mr?tilarl]cclliuvcg'lib a.a(?(ata T;S:tl;s
Daerah PMK No 207 tahun 2018 | P Jb pay P I pay
Seluruh Undang-Undang No. 7 . . .
7 | Perangkat | Data Piutang Tahun 2021 Pasal 34 ['\)/Ir(iabnfdl?r\]/gzl;j?bppajakdata ['\)/Ir(iatl)g]((jjiuvcgjlib pajacli<ata T;S:tl;s
Daerah PMK No 207 tahun 2018
SPP Fisik
SPM Fisik
SP2D Fisik karena
Seluruh | mengandung: No Mengungkap data | Melindungi data .
8 | Perangkat | Rekening, Bank 38 Hg %;1 $:Eldﬂ 2822 pribadi wajib | pribadi wajib T;S:ti;s
Daerah Pribadi, PPH dan PPN pajak/rekanan pajak/rekanan
Penyedia (rekanan)
NPWP Penyedia
(rekanan)
Data BMD seperti data
detail BMD: Dokumen
Penggunaan,Peminda
htangan dan
Penghapusan Mengungkap data . .
BMD,Pemanfaatan, pribadi wajib M_ellnd_ung| da_'ga
Pasal 17 huruf e UU No. : pribadi wajib
Status Aset pajak/rekanan :
Seluruh Pemerintah  Tanah — 14 Tahun 2008 pajak/rekanan Tidak
9 | Perangkat . UU No 27 Tahun 2022
Bangunan (sertifikat), . Penyalahgunaan Terbatas
Daerah tentang Perlindungan : Mengamankan Aset
kendaraan (BPKB) D Dokumen oleh pihak i
. data Pribadi : Dokumen milik
Identitas Penyewa Aset yang tidak Neaara
Pemerintah PPH dan bertanggungjawab 9
PPN Penyedia
(rekanan) NPWP
Penyedia (rekanan)
Seluruh | Dokumen masuk dan UU No 14 Tahun 2008 Menghambat Mengama}nkan Tidak
10 | Perangkat | Dokumen vyag akan Pasal 17 pengambilan pengambilan Terbatas
Daerah | Keluar keputusan/kebijakan keputusan/kebijakan




Seluruh Informasi agregat | Rincian transaksi
11 | Perangkat | Buku Kas Umum (BKU) H&Jruf14/2008 Pasal 17 penggunaan harian, nomor 10 Tahun
Daerah 9 anggaran rekening
Menghambat proses | Menjaga proses
Pasal 17 Undang | pemeriksaan, pemeriksaan dan
Seluruh Laporan  keuangan | Undang Nomor 14 | penyelidikan lebih | penyelidikan lebih sampai keluar
12 | Perangkat | yang belum diaudit| Tahun 2008 tentang | lanjut terhadap | lanjut terhadap haZiI audit
Daerah dan Tahun Berjalan Keterbukaan Informasi | dugaan adanya | dugaan adanya
Publik penyimpangan penyimpangan
keuangan negara keuangan negara
Seluruh : .
13 | Perangkat | Daftar Gaji Pegawai EU f1h4/2008 Pasal 17 It)nflt)rma3| anggaran Bz§q:jan 9ai - per 10 Tahun
Daerah uru elanja pegawai individu
Melindungi data yang
N bersifat rahasia,
Seluruh Laporan . Menjamin : seperti nomor
Pertanggungjawaban UU 14/2008 Pasal 17 | transparansi dan .
14 | Perangkat e rekening, tanda 5 Tahun
Keuangan pe | huruf a, b, dan c akuntabilitas . :
Daerah (UP/GUITUILS) pengelolaan tangan pejabat, bukti
keuanaan daerah transaksi rinci, dan
9 data pihak ketiga
. Berisiko Selama data
. Menjamin mengungkap  data P
Laporan Hasil . : oI . sensitif di
Seluruh Pemeriksaan (LHP) Pasal 17 huruf a, h, dan i | transparansi dan | pribadi pegawai dalamnva
15 | Perangkat ’|UU KIP No. 14 Tahun | akuntabilitas (NIK/Gaji), rahasia ny
D yang telah selesai . masih
aerah (Final) 2008 pengelolaan jabatan, serta dilindunai UU
keuangan daerah identitas saksi yang | g
: ain
membantu audit.
S Menimbulkan Sampai tujuan
Menjamin : .
. kegaduhan publik review
Seluruh S transparansi dan i
Laporan Hasil Riview | Pasal 17 huruf a dan | UU e atas temuan yang | tercapai atau
16 | Perangkat . . akuntabilitas
yang bersifat Final KIP No. 14 Tahun 2008 sedang dalam masa dokumen
Daerah pengelolaan

keuangan daerah

perbaikan, dan

menghambat

yang direview
menjadi publik




efektivitas

fungsi

pembinaan internal

Seluruh | Rencana kerja dan Menimbulkan Sambpai
17 | Perangkat | anggaran sebelum | Pasal 17 huruf d UU KIP | Dapat disalahgunakan . . >amp
Daerah | disahkan spekulasi publik disahkan
Dokumen Pasal 17 huruf a UU No. . Selama UU.
Seluruh , Membuka strategi . mernbatasi
pembahasan internal | 14 Tahun2008 tentang . Menaati Undang-
18 | Perangkat : kebijakan anggaran Untuk
RKA dan DPA | Keterbukaan Informasi : Undang : :
Daerah . . belum final dirahasiakan
sebelum ditetapkan Publik ;
ke publik
Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang
Seluruh Perbendaharaan. Dapat disalahgunakan Dapat dibuka
19 | Peranakat Dokumen seperti SPJ, | Pasal 17 huruf | Undang — oleh pihak vana tidak Menaati Undang- Untuk
Daer%h SP2D, SPM, SPP, dll Undang RI Nomor 14 bertalg uny'av%ab undang keperluan
Tahun 2008 tentang 9gung | ' audit.
Keterbukaan  Informasi
Publik.
Menimbulkan stigma
Informasi atas hasil | Pasal 17 huruf i dan | yang tidak sesuai "Dapat dibuka
: karena perbedaan jika mendapat
Seluruh | pemeriksaan yang | Undang - Undang RI ersepsi atas suatu | Menaati Undang- ersetujuan
20 | Perangkat | berisikan tentang data | Nomor 14 Tahun 2008 b b - 9 persetu)
pernyataan penilaian | undang dari pihak
Daerah keuangan maupun | tentang Keterbukaan . .
o : . antara birokrasi dan yang
kinerja pelayanan. Informasi Publik
masyarakat pada berwenang
umumnya
Seluruh | Rencana kerja dan : , ,
21 | Perangkat | anggaran sebelum | Pasal 17 huruf d UU KIP Menlmbu_lkan_ Menaati Undang- Sampal
. spekulasi publik undang disahkan
Daerah | disahkan




= UU No.14 Tahun 2008

Seluruh | Laporan-laporan tentang Keterbukaan | Berpeluang terjadi Melindunai
22 | Perangkat keSan an pan belum Informasi Publik multitafsir dan kerahasia?an Tidak
Daer%h final dgn diz)aludigt] = PP No. 8 Tahun 2006 | informasi yang belum dokumen Terbatas
tentang Pelaporan | tentu benar
Keuangan
= UU No.14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan
Seluruh Informasi Publik Pasal Menaunaka data Melindungi data Tidak
23 | Perangkat | Laporan Gaji Pegawai 17 priba?di pgegaF\)Nai pribadi pegawai yang Terbatas
Daerah = PP No. 8 Tahun 2006 bersifat rahasia
tentang Pelaporan
Keuangan
Seluruh - UU No.14 Tahun 2008 Melindungi data .
24 | Perangkat Laporan Plnjaman tentang Keterbukaan Mgngqngkap . data pribadi pegawai yang Tidak
Daerah Bank Pegawal Informasi Publik pribadi pegawal bersifat rahasia Terbatas
Arsip dinamis, aktif dan e Menahambat
inaktif yang berisikan; 9 e Menyediakan data
- Dokumen e UU Nomor 14 Tahun Elriieni_ penegakan lengkap yang
keuangan; SPJ 2008 tentang M h, bat dilindungi  dalam
Seluruh berikut lampirannya Keterbukaan Informasi | * k(i)r_]_gkam ak proses hukum; Sampai
- Dokumen anggaran Publik Pasal 17; ebijakan arena |, Melancarkan b
25 | Perangkat : adanya dokumen
Daerah dan otoritasnya e UU Nomor 43 Tahun K pelaksanaan teraudit
- Surat pencairan 2009 tentang peggun?naﬁgnh Ui kegiatan;
anggaran Kearsipan Pasal 44 Zgbglum deiaudait'u ul Mendorong
Memorandum/surat- Ayat (1) dan (2) ' keberhasilan
surat penting yang Mengganggu Proses pembangunan
oerlu dirahasiakan pelaksanaan kegiatan.
Selama
Pasal 17 UU No. 14 :
Seluruh IiglrlérrlmjchanaanDOkurgzg Tahun 2008 tentang KIP | Dapat ~ Menimbulkan E/Inednae;]atl an uggﬁ;ﬂ; Lﬂj?gi?]g'
26 | Perangkat engolahan keuangan Pasal 44 ayat (1) dan (2) | penyalahgunaan dan v mgelindun i membatgsi
Daerah peng : 9 UU Nomor 43 Tahun 2009 | dokumen negara g
tahun berjalan dokumen negara untuk

tentang Kearsipan

dirahasiakan




atau

diungkapkan
ke publik
Menghindari
Seluruh | Sistem pengelolaan Pasal 17 UU No. 14 Penyalahgunaan data | terjadinya
Tahun 2008 tentang KIP : : .
27 | Perangkat | keuangan dan oleh pihak yang tidak | kesalahpahaman Tidak terbatas
UU Nomor 11 Tahun 2008 : : .
Daerah | database berhak inforomsi  di  mata
tentang ITE .
publik
Sampai ada
Seluruh Dokumen Rencana | Undang-Undang Nomor Peraturan Wali
Kerja (Renja) Dinas |14 Tahun 2018 tentang , Mendukung proses | Kota tentang
28 | Perangkat Linak Hid Keterbuk Inf . | Dapat disalahgunakan kkan huk R Keri
Daerah ingkungan idup | Keterbukaan nformasi penegakkan hukum encana Kerja
sebelum disahkan Publik SKPD Tahun
2026
1. Pasal 17 UU No. 14
Tahun 2008 tentang
KIP
2. Pasal 44 ayat (1) dan
Dokumen (2) UU Nomor 43
Seluruh Pertangungjawaban Tahun_ 2009 tentang Dapat  Menimbulkan Menaati u ndang-
29 | Perangkat keuangan termasuk Kearsipan penyalahgunaan undang yang perlaku_ Tidak terbatas
Daerah buku bendaharawan | 3. UU Nomor 15 Tahun dokumen necara dan melindungi
dan buku pembantu 2004 tentang 9 dokumen negara
lainnya Pembendaharaan
Negara
4. UU Nomor 17 Tahun
2003 tentang
Keuangan Negara
Seluruh Dokumen penawaran | UU 14/2008 Pasal 17 | Merugikan pelaku : . : Sampai
30 | Perangkat : Publik tak lihat detail :
harga penyedia huruf b usaha kontrak selesai

Daerah




Selama

Peraturan
membatasi
Seluruh N , PERKI No 1 Tahun 2021 dapat mengungkap | Mengamankan untuk
31 | Perangkat | Data Wajib Pajak Tentang Standar Layanan . Lo : R . )
. : rahasia pribadi informasi pribadi dirahasiakan
Daerah Informasi Publik atau
diungkapkan
ke publik
Pasal 17 huruf (i) dan
huruf (j) Undang Undang
Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan
Informasi Publik .
Berpotensi
. disalahgunakan oleh
Lampiran | Peraturan .
: orang yang tidak .
. | Badan Pemeriksa . Menjaga proses
Naskah Hasil bertanggungjawab K d
Pemeriksaan  (NHP) Keuangan Negara pemeriksaan an
Seluruh 7’ I Nomor | Tahun 2017 penyelidikan lebih Ketua TIM
Kertas Kera Menghambat proses .
33 | Perangkat . tentang Standar . lanjut terhadap | Program dan
Pemeriksaan (KKP), - pemeriksaan,
Daerah . | Pemeriksaan Keuangan o .| dugaan adanya Keuangan
Laporan Hasil Neoara penyelidikan lebih envimpanaan
Pemeriksaan (LHP) 9 lanjut terhadap E yimpang
dugaan adanya euangan negara
Pasal 23 s.d Pasal 26 envimpanaan
Peraturan Pemerintah Eeugn gn nge ara
Nomor 12 Tahun 2017 g g
tentang Pembinaan dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
UU No. 14 Tahun 2008 | Mempengaruhi Mempercepat UU No. 14
Seluruh | Laporan kecepatan, Kketepatan | selesainya laporan
. tentang Tahun 2008
34 | Perangkat | Pertanggungjawaban . dan keakuratan | keuangan daerah
: KIP, Pasal 17 huruf i dan tentang
Daerah Keuangan Dinas . laporan keuangan | yang akurat dan
huruf KIP, Pasal 17
daerah serta | akuntabel serta




Menghambat
penyelesaian laporan
keuangan dan tindak
lanjut atas
rekomendasi BPK

Mempercepat
penyelesaian laporan
keuangan dan tindak
lanjut atas
rekomendasi BPK

huruf i dan
huruf

URUSAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA CIREBON

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN

No

Unit Kerja

Informasi (Berisi
Informasi tertentu

Dasar Hukum
Pengecualian Informasi

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi
uraian konsekuensi/pertimbangannya)

Jangka Waktu
(disebutkan




yang akan jangka
dikecualikan waktunya)
Dibuka Ditutup
Surat usul/ laporan/ :Jnefﬂ(rgi]taasr: den anyﬁga
Seluruh | pengaduan dari | UU No. 14 Th. 2008 hak 9 fibadi Melindungi hak
Perangkat | SKPD/ Instansi | tentang KIP Pasal 17 dp pribadi PNS yang | Tidak terbatas
Daerah | tentang dugaan | huruf h (Bertentangan €n9an | persifat rahasia
pelanggaran disiplin asas praduga ftidak
bersalah)
= Dapat = Memperlancar
menghambat proses
Seluruh | Identitas PNS yang | UU No. 14 Tahun 2008 proses penegakan penegakan Sampai ada
Perangkat | diduga melanggar | tentang KIP, Pasal 17 hukum hukum keputusan
Daerah | disiplin huruf a dan huruf h = Mengungkap = Menjaga rahasia tetap
rahasia pribadi pribadi  seorang
seorang PNS PNS
Seluruh | Identitas PNS yang |UU No. 14 Th. 2008 | Informasi yang | Melindungi hak
Perangkat | dijatuhi hukuman | tentang KIP Pasal 17 | berkaitan dengan hak | pribadi PNS yang | Tidak terbatas
Daerah | disiplin huruf h pribadi bersifat rahasia
Seluruh Egg“?ﬁkail\ls y?znig UU No. 14 Th. 2008 | Informasi yang | Melindungi hak Setelah
Perangkat gajt . tentang KIP Pasal 17 | berkaitan dengan hak | pribadi PNS yang | Terbitnya Surat
perceraian/perkawina o . . i :
Daerah n huruf h pribadi bersifat rahasia Izin Perceraian
Seluruh | Berita Acara | Undang Undang Nomor | Dapat mengungkap | Melindungi data
Perangkat | Penasehatan ljin | 14 Tahun 2008 Tentang | rahasia pribadi | pribadi PNS yang | Tidak terbatas
Daerah Perceraian KIP Pasal 17 huruf i dan j. | seorang PNS bersifat rahasia
Seluruh | Berita Acara | Undang Undang Nomor | Dapat mengungkap | Melindungi data
Perangkat | Pemeriksaan 14 Tahun 2008 Tentang | rahasia pribadi | pribadi PNS vyang | Tidak terbatas
Daerah Pelanggaran Disiplin | KIP Pasal 17 huruf i dan j. | seorang PNS bersifat rahasia
Seluruh | Laporan Hasil | Undang Undang Nomor | Dapat mengungkap | Melindungi data
Perangkat | Penasehatan ljin | 14 Tahun 2008 Tentang | rahasia pribadi | pribadi PNS vyang | Tidak terbatas
Daerah Perceraian KIP Pasal 17 huruf i dan j. | seorang PNS bersifat rahasia




Seluruh | Laporan Hasil | Undang Undang Nomor | Dapat mengungkap | Melindungi data
9 | Perangkat | Pemeriksaan 14 Tahun 2008 Tentang | rahasia pribadi | pribadi PNS vyang | Tidak terbatas
Daerah Pelanggaran Disiplin | KIP Pasal 17 hurufi danj | seorang PNS bersifat rahasia
= UU No. 14 Tahun 2008
tentang KIP, Pasal 17 |= Dapat mengungkap |= Melindungi
huruf h dan huruf i rahasia pribadi rahasia pribadi
Seluruh Surat Keputusan ljin » Peraturan Pemerintah seorang PNS seorang PNS
10 | Perangkat P . Nomor 12 tahun 2017 |= Dapat = Mengamankan Tidak terbatas
erceraian .
Daerah tentang Pembinaan menghambat proses
dan Pengawasan proses penyusunan penyusunan
Penyelenggaraan kebijakan kebijakan
Pemerintah Daerah
= UU No. 14 Tahun 2008
tentang KIP, Pasal 17
huruf h dan huruf |
Seluruh Surat Keputusan | - Peraturan Pemerintah | Dapat mengungkap | Melindungi data
11 | Perangkat Hukuman Disiplin Nomor 12 tahun 2017 | rahasia pribadi PNS vyang | Tidak terbatas
Daerah P tentang Pembinaan | pribadi seorang PNS | bersifat rahasia
dan Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
= UU No. 14 Tahun 2008
tentang KIP, Pasal 17 = Mengamankan Selama belum
huruf h Dapat mengganggu proses Ada perubahan
Seluruh Laporan Hasil | Peraturan Komisi | proses  penyusunan penyusunan jabatan /
12 | Perangkat Assessment Center Informasi  Nomor 1 | kebijakan kebijakan Selama masih
Daerah Tahun 2017 tentang | Mengungkap rahasia |= Melindungi ada gap
Pengklasifikasian pribadi seorang PNS rahasia pribadi kompetensi,
Informasi Publik Pasal seorang PNS dan/atau belum
2 ayat 3
13 Pi?;l;gjl?at Data Hasil Evaluasi ;ﬁtaﬁg' %(?PTaEl;Zalzogg Mengungkap rahasia | Melindungi rahasia Tidak terbatas

Daerah

kinerja PNS/Pejabat

huruf h

pribadi seorang PNS

pribadi seorang PNS




Seluruh | Data Hasil Tes | UU No. 14 Tahun 2008 Menaunakao rahasia | Melindunai  rahasia
14 | Perangkat | Potensi/Kompetensi |tentang KIP, Pasal 17 ribagdi sgeorgn PNS ribadi segoran PNS Tidak terbatas
Daerah PNS/Pejabat huruf h P 9 P 9
Data nilai peserta
Seluruh » Ujian Dinas UU No. 14 Th. 2008 Akan menimbulkan Sampai dengan
15 | Perangkat | = Ujian KPPI tentar!g KIP Pasal 17 keresahan dan kolusi Mencegah KKN pengumuman
Daerah = Pencantuman huruf i
Gelar
Seluruh - UU No. 14 Tahun 2008 | Dapat mengungkap | Melindungi data :
16 | Perangkat Datftar Nilai DP3/SKP tentang KIP, Pasal 17 | rahasia pribadi | pribadi PNS yang Selama masih
PNS . : . berlaku
Daerah huruf i seorang PNS bersifat rahasia
Seluruh Biodata clektronik UU No. 14 Th. 2008 | Akan mengungkap | Melindungi hak
17 | Perangkat tentang KIP Pasal 17 |rahasia pribadi PNS | pribadi PNS vyang | Tidak terbatas
ASN (database) . . : i
Daerah huruf h yang bersifat rahasia | bersifat rahasia
SK Penetapan calon
Seluruh pesertq : Pelatihan UU No. 14 Tahun 2008 | Dapat mengganggu | Mengamankan Sampai dengan
Kepemimpinan Penetapan
18 | Perangkat . . tentang KIP, Pasal 17 | proses penyusunan | proses penyusunan .
Nasional Tingkat I, . " " peseta Diklat
Daerah . huruf | kebijakan kebijakan L
Administrator dan Kepemimpinan
Pengawas
Sampai ada
Seluruh | Hasil Evaluasi | UU No. 14 Tahun 2008 , : . . Perse_tUJuan
. Mengungkap rahasia | Melindungi rahasia tertulis dari
19 | Perangkat | Tenaga Pengajar dan | tentang KIP, Pasal 17 fibadi seorana PNS ribadi seorana PNS tenaga
Daerah | Peserta Diklat huruf h P 9 P 9 'ag
pengajar yang
dievaluasi
Seluruh | Data Hasil Check Up | UU No. 14 Tahun 2008 Menaunakao rahasia | Melindunai  rahasia Sampai ada
20 | Perangkat | perorangan tentang KIP, Pasal 17 ribagdi sgeorgn PNS ribadi segoran PNS persetujuan
Daerah PNS/Pejabat huruf h P 9 P 9 tertulis
Seluruh UU No. 14 Tahun 2008 | Dapat mengganggu Mengamankan .
Data Rencana proses Sampai dengan
21 | Perangkat enempatan Peoawai tentang KIP, Pasal 17 | proses penyusunan envusunan enverahan SK
Daerah | P P g huruf i kebijakan peny peny

kebijakan




Dapat mengungkap
rahasia pribadi
Dokumen hasil sidan seorang PNS Selama masih
Baperjakat(notulen 9 Dapat mengganggu berlaku dan
Seluruh ber] UU No. 14 Tahun 2008 | proses penyusunan | Mengamankan diperlukan
pertimbangan/rekome "
22 | Perangkat . tentang KIP, Pasal 17 | kebijakan/menghamb | proses Penyusunan dalam
ndasi, daftar . " .
Daerah nominasi/rankin huruf h dan huruf i at kesuksesan | kebijakan pengambilan
: 9 kebijakan karena keputusan
Pejabat Struktural) :
adanya yang terkait
pengungkapan secara
prematur
Seluruh D::gm atan ren(I:DaI\rllg UU No. 14 Th. 2008 | Informasi yang | Menjaga iklim Sampai denaan
24 | Perangkat P P : tentang KIP Pasal 17 | berkaitan dengan | kondusif di bai deng
dalam jabatan : o . , pelantikan
Daerah huruf i rahasia jabatan lingkungan kerja
struktural
Informasi yang
berkaitan dengan
rahasia jabatan Dapat
Data PNS yang akan mengganggu proses | Melindungi hak | Sampai dengan
Seluruh | diangkat dalam | UU No. 14 Th. 2008 | Penyusunan pribadi Pelantikan
25 | Perangkat | Jabatan Pimpinan | tentang KIP Pasal 17 | kebijakan/menghamb | Mengamankan
Daerah | Tinggi, Administrator | huruf i at proses penyusunan
dan Pengawai kesuksesan kebijakan | kebijakan
karena adanya
pengungkapan
premature
Dokumen Dapat mengganggu Selama masih
Seluruh peng_angkatan, UU No. 14 Tahun 2008 | Proses Penyusunan | Mengamankan berlaku dan
pemindahan dan kebijakan/menghamb | proses .
26 | Perangkat berhenti tentang KIP, Pasal 17 kesuk diperlukan
Daerah | P€mber entian | huruf i at esuksesan | Penyusunan dalam
PNS dalam dan dari kebijakan karena | kebijakan

jabatan struktural

adanya

pengambilan




pengungkapan secara
prematur

keputusan
yang terkait

Dapat mengganggu
roses penyusunan Selama proses
SK  pengangkatan, pros
Seluruh | pemindahan dan | UU No. 14 Tahun 2008 ;tebljakanltsggﬁsa;nswgn Mengamankan Sp;r;]e;?%ir:,s;n
27 | Perangkat | pemberhentian PNS |tentang KIP, Pasal 17 . proses penyusunan P N9
. ) kebijakan karena " mulai
Daerah dalam dan dari | huruf i adanva kebijakan berlakunva
jabatan struktural y Y
pengungkapan SK(pelantikan)
prematur
Data pribadi PNS,
meliputi: Daftar
riwayat hidup, Data
Kesehatan ASN yang
mengajukan izin
perceraian atau Pasal 17 huruf  (h) Sampai dengan
Seluruh perkaV\_/lnan, Undang-Undang Nomor | Mengungkap data | Melindungi data adan)_/a
Rekening tabungan o 2 ) o ) persetujuan
28 | Perangkat o 14 Tahun 2008 tentang | pribadi yang bersifat | pribadi yang bersifat . :
dan Pinjaman ! : : tertulis dari
Daerah P , Keterbukaan Informasi | rahasia rahasia
egawali Publik PNS yang
Hak kekayaan pribadi bersangkutan

yang menurut aturan
tidak wajib dibuka
atau yang belum
diverifikasi KPK untuk
dibuka




Dokumen

pengelolaan
kepegawaian:
%' ﬁ:gg:tgg pangéz';i Pasal 17 huruf (h)
Seluruh .Berkala Undang-Undang Nomor | Mengungkap data | Melindungi data
29 | Perangkat 3. Mutasi 14 Tahun 2008 tentang | pribadi yang bersifat | pribadi yang bersifat | Tidak terbatas
Daerah ' ) Keterbukaan  Informasi | rahasia rahasia
4. Pensiun .
. . Publik
Administrasi
kepegawaian
5. NIK
6. NPWP
Mengungkap identitas .
Informasi terkait ASN informan, pelapor, Menjaga keamanan
an dipanggil saksi, atau korban informan, pelapor,
yang Panggl | pasal 17 huruf(a) Undang ' . | saksi, atau korban
Seluruh | kepolisian, yang mengetahui . | Kasubag Umum
! Undang Nomor 14 Tahun | 7. . yang mengetahui
30 | Perangkat | kejaksaan, tindak pidana. : . dan
. 2008 tentang Keterbukan tindak pidana. :
Daerah pengadilan atau . . Menghambat proses . Kepegawaian
! . Informasi Publik L Menjaga kelancaran
instansi penegak penyelidikan dan [0SeSs enegakan
hukum lainnya penyidikan suatu | P Peneg
: ) hukum.
tindak pidana
Seluruh Penilaian kinerja | UU 14/2008 Pasal 17 Transparansi
31 | Perangkat : J Konflik internal P 5 tahun
Daerah pegawai huruf h personal terbatas
Selama
Undang-
Seluruh Dapat mengungka Melindungi data mg%dbilrt]gsi
Dokumen  Sasaran | Pasal 17 UU Nomor 14 pat nguhgkap pribadi seseorang
32 | Perangkat o : rahasian Pribadi atau . untuk
Kinerja Pegawai Tahun 2008 tentang KIP dan menaati undang- : .
Daerah Jabatan dirahasiakan
undang yang berlaku atau

diungkapkan ke
publik




Selama

Mengamankankan Peraturan
PERKI No 1 Tahun 2021 | Dapat mengungkap | informasi pribadi :
X Lo : . membatasi
Seluruh tentang Standar Layanan | rahasia pribadi Melindungi data untuk
33 | Perangkat | Data Wajib Pajak Informasi Publik Dapat mengungkap | pribadi seseorang | i onociokan
Daerah Pasal 17 UU Nomor 14 | rahasian pribadi atau | dan menataati atau
Tahun 2008 tentang KIP | jabatan undang-undang yang | .
diungkapkan ke
berlaku :
publik
Seluruh | Data Updating | Undang-Undang No. 20 | Melanggar hak pribasi Menaati Undana-
34 | Perangkat | Kepegawaian pada | Tahun 2023 tentang | dan berpotensi undan 9 Permanen
Daerah | Aplikasi SIMPEG Aparatur Sipil Negera disalahgunakan 9
Seluruh | Analisis Jabatan dan | Undang-Undang No. 20 | Melanggar hak pribasi Menaati Undana-
35 | Perangkat | Beban Kerja Tahun | Tahun 2023 tentang | dan berpotensi undan 9" | Dinilai Kembali
Daerah | 2023 Aparatur Sipil Negera disalahgunakan 9
. Mengganggu proses
Seluruh ﬁq(ialirrlzua:o;jvt\alariek;r;ng UU No.14 Tahun 2008 | transaksi Melindungi
36 | Perangkat _Ped jag tentang Keterbukaan | keuangan/memungkin | kerahasiaan data | Tidak Terbatas
sebaik mungkin : : o :
Daerah . Informasi Publik Pasal 17 | kan terjadinya | pegawai
kerahasiaanya :
kejahatan
Selama
PERKI No. 1 Tahun 2021 Undang-
Seluruh Tentang Standar Layanan undang
Data Kekayaan | Informasi Publik Informasi | Melanggar Undang- | Menaati Undang- membatasi
37 | Perangkat : -
Pegawai yang apabila dibuka dapat | undang undang untuk
Daerah : , .
mengungkapkan rahasia dirahasiaklan
pribadi atau diungkap
ke publik
Seluruh Undang-Undang Melanggar hak
Laporan  Analisis | Nomor 5 Tahun 2014 | privasi dan | Menaati Undang- Dinilai
38 | Perangkat . . .
Jabatan tentang Aparatur Sipil | berpotensi undang kembali
Daerah .
Negara disalahgunakan




LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN
URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA CIREBON

. . Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik Jangka Waktu
Informasi (Berisi . . ;
. . . Dasar Hukum (berisi uraian (disebutkan
No | Unit Kerja | Informasi tertentu yang . . . . .
. : Pengecualian Informasi konsekuensi/pertimbangannya) jangka waktunya)
akan dikecualikan . .
Dibuka Ditutup
Surat Kadis tentang | Undang-Undang Nomor . .
Seluruh Perubahan Penunjukan | 14 Tahun 2008 tentang Berpotensi Mellndu_ngl N .
1 | Perangkat : buk ¢ . disalah K kerahasiaan Dinilai kembali
Daerah Pejaba Penatausahaan Kete.r ukaan Informasi Isalahgunakan dokumen
Keuangan Daerah Publik (UU KIP)
Undang-Undang Nomor . .
Seluruh 14 Tahun 2008 tentang Berpotensi Mellndu_ngl Lo .
2 | Perangkat | Data Sarana Prasarana . . kerahasiaan Dinilai kembali
Daerah Kete_rbukaan Informasi disalahgunakan dokumen
Publik (UU KIP)
Arsip/dokumen Pasal 17 huruf (i) dan
naskah dinas yang Pasal 6 ayat 3.d Undang
klasifikasinya rahasia, | Undang Nomor 14 Menghambat : .
Seluruh Melindungi
terbatas, berdasarkan | Tahun 2008 tentang proses : .
3 | Perangkat keterbuk f 4 / kerahasiaan Tidak terbatas
Daerah peraturan perundang - eterbukaan  Informasi | penyusunan/penga dokumen
undangan yang terkait | Publik Undang Undang | mbilan kebijakan
dan aturan Nomor 43 Tahun 2009
pelaksanaannya tentang Kearsipan
" Dapat Selama UU
Seluruh | Surat pimpinan DPRD Pasal 17 huruf ¢ UU No mengganggu . membatasi
. . | 14 Tahun 2008 tentang Menaati Undang-
4 | Perangkat | yang bersifat rahasia . Hubungan Untuk
. Keterbukaan Informasi Undang . :
Daerah | dan strategis : kelembagaan dan dirahasiakan ke
Publik. : .
keamanan internal publik
Seluruh Berpotensi Mengganggu
5 | Perangkat | Notula rapat internal | Pasal 17 huruf d UU KIP : b pengambilan Tidak terbatas
. disalahgunakan
Daerah | strategis keputusan




Melindungi
catatan internal

Seluruh Mendorong evaluator, analisis
Dokumen Hasil Evaluasi | UU 14/2008 Pasal 17 | transparansi dan kelemahan,
6 | Perangkat . i~ - , 2 Tahun
SAKIP huruf a dan i akuntabilitas kinerja rekomendasi
Daerah ) ) . .
instansi pemerintah | strategis, dan data
pendukung yang
bersifat internal
Seluruh . Mengganggu .
Telaahan  staf  dan Berpotensi . : Sampai
7| Perangkat pertimbangan kebijakan Pasal 17 huruf d UU KIP disalahgunakan |ndep§nden5| ditetapkan
Daerah kebijakan
Seluruh Soal ujian yang belum Berpotensi Mengganggu Sampai
8 | Perangkat | . ) yang Pasal 17 huruf b UU KIP : P enggangg . P
Daerah digunakan disalahgunakan kejujuran ujian digunakan
Seluruh . .
9 | Perangkat | Bank soal ujian Pasal 17 huruf b UU KIP di B:errp])otenskl l;/lenghllan?kar_\ dSeIarrlla
Daerah isalahgunakan ungsi evaluasi igunakan
Menghambat Mengamankan
Seluruh proses proses
10 | Perangkat hDAiimgé?sr;dPuim inan dan g:saﬁli.? 14 Tahun 2008 pengambilan pengambilan Tidak Terbatas
Daerah P P keputusan/kebijaka | keputusan/kebijak
n an
Mengganggu
Seluruh proses Melindungi
11 | Perangkat | Nota Dinas UU No. 14 Tahun 2008 penyusunan/mengh kerahasiaan Tidak Terbatas
Pasal 17
Daerah ambat kesuksesan dokumen
kebijakan
Semua data, Sl.Jr.at surat, UU No.14 Tahun 2008 Mengganggu
laporan, penelitian, dan . .
Seluruh dokumen lainnva. van tentang Keterbukaan proses Melindungi
12 | Perangkat masih dalam rgsesydag Informasi Publik Pasal 17 | penyusunan/mengh kerahasiaan Tidak Terbatas
Daerah i pros UU No. 43 Tahun 2009 | ambat kesuksesan dokumen
belum dikuasai atau . -
tentang Kearsipan kebijakan

didokumentasikan




Arsip/dokumen naskah
dinas yang klasifikasinya

= UU No.14 Tahun 2008

Seluruh dinyatakan sangat | tentang Keterbukaan Mengg:ensggu Melindunai
rahasia, terbatas, | Informasi Publik Pasal b ing .
13 | Perangkat berdasarkan peraturan | 17 penyusunan/mengh kerahasiaan Tidak Terbatas
Daerah P ambat kesuksesan dokumen
perundang-undangan = UU No. 43 Tahun 2009 kebiiakan
yang terkait dan aturan | tentang Kearsipan J
pelaksanaannya
Dapat mengganggu
pefl?npdeunr:Ignzgr?1 Eak Menjaga 5 tahun
UU 14/2008 Pasal 17 : (menyesuaikan
Seluruh . huruf b dan h; Undang- atas kekayaan persaingan usaha jadwal retensi
Surat Perjanjian X intelektual dan yang sehat dan .
14 | Perangkat . undang (UU) Nomor 27 : : : ) arsip) namun
Kemitraan perlindungan dari melindungi ;
Daerah Tahun 2022 tentang : . dapat dibuka
. . 2| persaingan usaha kerahasiaan data
Pelindungan Data Pribadi . L hanya untuk
tidak sehat dan pribadi . .
d pihak terkait
apat mengungkap
rahasia pribadi
Seluruh , , Mengganggu Meryamln Sampai
15 | Peranakat Notulensi Rapat Internal | Pasal 17 hurufi UU No. 14 [0SEes perumusan kebijakan kebiiakan
9 Tertutup Pimpinan Tahun 2008 P P dirumuskan E0l]
Daerah kebijakan ditetapkan
secara matang
Menghambat
Pasal 17 huruf (h) dan (i) proseesn p:rr%lflzlénan Mengamankan
Seluruh L Undang Undang Nomor beng 9 Sampai
Dokumen hasil sidang kebijakan karena proses .
16 | Perangkat Baperiakat 14 Tahun 2008 tentang adanva enaambilan kebijakan
Daerah Per) Keterbukaan Informasi y penhga ditetapkan
pengungkapan kebijakan

Publik

informasi secara
prematur




LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN
URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA CIREBON

Informasi (Berisi Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Jangka Waktu
. . . Dasar Hukum Publik (berisi uraian (disebutkan jangka
No | Unit Kerja | Informasi tertentu yang . . . .
. : Pengecualian Informasi konsekuensi/pertimbangannya) waktunya)
akan dikecualikan . .
Dibuka Ditutup
Informasi tentang Data
Pribadi Kepegawaian, | UU No. 14 Tahun 2008 | Mengungkap data | Melindungi data zLjo%zlg\l'?énltgnTa}Q:J;
1 | DISPORA | Data Atlit, Data Pelatih, | tentang KIP, Pasal 17 pribadi yang pribadi yang 9 '

Data Pribadi Organisasi
Kepemudaan

huruf a, huruf h dan huruf i

bersifat rahasia

bersifat rahasia

Pasal 17 huruf a,
huruf h dan huruf i




LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN
URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA CIREBON

No

Unit Kerja

Informasi (Berisi
Informasi tertentu

Dasar Hukum

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik
(berisi uraian

Jangka Waktu
(disebutkan

yang akan Pengecualian Informasi konsekuensi/pertimbangannya) jangka waktunya)
dikecualikan Dibuka Ditutup
Bokumen Pribadi Pasal 17 huruf (h) Undang .
eserta Undang Nomor 14 Tahun Berpotensi Terjaganya data
1 | DISBUDPAR | Pelatihan/Pembinaan g , P pribadi yang Tidak terbatas
2008 tentang Keterbukaan | disalahgunakan. ) o 9.
SDM dan Sanggar : ) bersifat privasi.
; Informasi Publik
Seni
Pasal 17 Undang Undang .
Dokumen Pengelola | Nomor 14 Tahun 2008 Men_gaklbatkan Me_mbangun .
2 | DISBUDPAR - persaingan usaha | persaingan usaha Tidak terbatas
Promosi Wisata tentang Keterbukaan :
. . tidak sehat. yang sehat.
Informasi Publik
Rincian  Kerjasama | Pasal 17 Undang Undang g::;np?ﬁgg'yiitg
dan Kemitraan | Nomor 14 Tahun 2008 Berpotensi , .
3 | DISBUDPAR Pariwisata baik dalam | tentang Keterbukaan | disalahgunakan. tidak Tidak terbatas

dan luar negeri

Informasi Publik

bertanggungjawab




LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIREBON

Informasi (Berisi

Konsekuensi/Pertimbangan

Jangka Waktu (disebutkan

No Un!t Informasi tertentu yang Dasar Hukum Pen.gecuallan Bagi Pubﬁk (b_er|5| uraian jangka waktunya)
Kerja . . Informasi konsekuensi/pertimbangannya)
akan dikecualikan - .
Dibuka Ditutup
Identitas Undang-Undang - Nomor 14| .. 1 0p0ina
Tahun 2008 tentang Y guna Selama masih berlaku dan
pelapor/pengadu : .~ | an data pribadi . .
Keterbukaan Informasi Publik ; perlindungan atas persetujuan yang
1 | DLH | dugaan pencemaran oleh pihak .
UU Nomor 27 Tahun 2022 . pelapor bersangkutan atau pihak
dan/atau kerusakan . yang tidak
. tentang Pelindungan Data yang berwenang
lingkungan - berhak
Pribadi
Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Masih
Draf pertimbangan | Keterbukaan Informasi Publik Mengganggu merupakan Sampai dengan
> | DLH teknis sebelum | Peraturan Pemerintah Nomor Proses bagian dari ditetapkannya Persetujuan
penetapan persetujuan | 22 Tahun 2021 tentang | Pengambilan | proses internal | Lingkungan atau keputusan
lingkungan Penyelenggaraan Keputusan perumusan penolakan secara resmi.
Perlindungan dan Pengelolaan keputusan
Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 14 Masih menjadi
Tahun 2008 tentang bagian dari Sampai dengan selesainya
Berita Acara | Keterbukaan Informasi Publik | Menghambat proses proses tindak lanjut
3 | DLH Pengawasan ketaatan | Peraturan Pemerintah Nomor Penegakan pengawasan pengawasan dan/atau
persetujuan lingkungan | 22 Tahun 2021 tentang Hukum dan ditetapkannya sanksi
aktif Penyelenggaraan Lingkungan penegakan administratif atau keputusan
Perlindungan dan Pengelolaan hukum final.
Lingkungan Hidup administratif.
Data pribadi pemohon | Undang-Undang Nomor 14 Penvalahauna Termasuk Selama data tersebut masih
Persetujuan Tahun 2008 tentang y guna .. . | merupakan data pribadi dan
: , -~ | an data pribadi | rahasia pribadi ) .
4 | DLH ngkyngan, peserta | Keterbukaan Informasi Publik oleh pihak yang dilindungi tujak aqla persetujuan
pelatihan dan anggota | UU Nomor 27 Tahun 2022 . tertulis dari subjek data atau
. . ) yang tidak undang- .
komunitas lingkungan | tentang Pelindungan Data berhak undan dasar hukum lain yang sah
(NIK, alamat, kontak) Pribadi 9 untuk membukanya.




LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN
URUSAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA CIREBON

: . : : Jangka Waktu
. . N . Dasar Hukum KonsekuensVPert_lmbar!gan Bagi Publik (disebutkan
No Un!t Informasi (Berisi Informa§| Pengecualian (be_r|S| uraian jangka
Kerja | tertentu yang akan dikecualikan : konsekuensi/pertimbangannya)
Informasi waktunya)
Dibuka Ditutup
Berpotensi . .
1 | DKP3 Data Cadangan Pangan | Pasal 17 huruf a UU menimbulkan h;\fegjggr? Iiteetlglrllg?;n Se:aaeTsailfg? ta
Pemerintah Daerah (CPPD) No. 14 Tahun 2008 spekulasi dan g .
. pangan daerah strategis
kepanikan pasar
P Menjamin efektivitas S .
> | DKP3 Jadwal dan Lokasi Pengawasan | Pasal 17 huruf a UU m?arr]lg:(;ﬁz:\rll pengawasan dan kearig?;;
Keamanan Pangan (sidak) No. 14 Tahun 2008 Jf Kiif perlindungan 9{ :
efekti konsumen selesai
Melanggar privasi Melindungi hak dan
3 | DKP3 | Data Pribadi Penerima Bantuan Pasal 17 huruf h UU dan berpotensi keamanan Permanen
No. 14 Tahun 2008 . o
disalahgunakan data pribadi
Melanggar privasi Melindungi hak dan
4 | DKP3 | Data Pribadi Pelaku Usaha Egsil 4 %r;hzl;\r%th — dan berpotensi keamanan data Permanen
' disalahgunakan pribadi
5 | DKP3 Informasi Detil Perusahaan Pasal 17 huruf 6 UU r?aer?wzgézr:l (:Ier]r)\/:t Melindungi hak dan Permanen
(kapasitas produksi, perijinan dll) | No. 14 Tahun 2008 usaha) kepentingan usaha
Merugikan posisi Sampai
6 | DKP3 Dokumen  Sengketa Lahan | Pasal 17 huruf a UU hukum Menjaga kepentingan putusan
Pertanian dalam Proses Hukum | No. 14 Tahun 2008 pemerintah hukum daerah berkekuatan
daerah hukum tetap
Data Lokasi Wabah Pasal 17 huruf a UU Menimbulkan Menjaga ketertiban Sampai
7 | DKP3 | Penyakit(Hewan, Tanaman dan kepanikan dan umum dan efektivitas kondisi
No. 14 Tahun 2008 : : .
Ikan) stigma pengendalian terkendali




LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA CIREBON

: . : : Jangka Waktu
, Informasi (Berisi Informasi KonsekuenS|/Pert_|mbar!gan Bagi Publik (disebutkan
No Unit tertentu vana akan Dasar Hukum (berisi uraian onaka
Kerja ntu yang Pengecualian Informasi konsekuensi/pertimbangannya) Jang
dikecualikan waktunya)
Dibuka Ditutup
Dokumen sengketa | U6U 14/2008 Pasal 17 Menghambat Informasi perkara Sampai
1 | DPUTR .
pertanahan huruf a proses hukum terbatas inkracht
2 | DPUTR Loka.5|. penyimpanan aset | UU 14/2008 Pasal 17 Risiko pencurian Data aset tidak rinci Se]amaaset
bernilai tinggi huruf ¢ digunakan
3 | DPUTR | Identitas pelapor pengaduan UU 14/2008 Pasal 17 Intimidasi pelapor Sumber quoran Permanen
huruf h anonim
4 | DPUTR | Draft kebijakan internal uu 14/2008 Pasal 17 Keblngu_ngan Publik menunggu Sampal
huruf i publik keputusan final ditetapkan
5 | DPUTR Detail tek_nls konstruksi | UU 14/2008 Pasal 17 Potensi sabotase Informasi teknis Permanen
bangunan vital huruf c terbatas
6 | DPUTR Desain  Teknis  Struktur | UU 14/2008 Pasal 17 Risiko keamanan Data teknis terbatas Permanen
Jembatan huruf ¢
. L Sampai
2 | DPUTR Dokumen investigasi | UU 14/2008 Pasal 17 Ganggu Informasi tertunda investigasi
kerusakan huruf a penyelidikan )
selesai
8 | DPUTR | Data cadangan air baku rinci EU 14/2008 Pasal 17 Eksploitasi ilegal Publik hanya tahu data Permanen
uruf c umum
Rencana jalur proyek | UU 14/2008 Pasal 17 , Publik belum tahu Sampai
9 | DPUTR strategis huruf b Spekulasi tanah rencana diumumkan
10 | DPUTR | Rencana pengamanan aset UU 14/2008 Pasal 17 Risiko kriminal Sistem keamanan Selama
huruf ¢ tertutup berlaku
11 | DPUTR | Peta jaringan limbah rinci UU 14/2008 Pasal 17 Sabotase fasilitas Publik hanya data Permanen

huruf ¢

umum




12 | DPUTR Data_kerusakan sebelumrilis | UU 1_4/2008 Pasal 17 Kepanikan publik Informasi tertunda Sampai _r|I|s
resmi huruf i resmi
UU 14/2008 Pasal 17 Dapat
Rekap Data Akses Sanitasi | huruf b dan h; Undang- . X ) . .
. i disalahgunakan; Melindungi data
(Pengelolaan Air Limbah | undang (UU) Nomor 27 :
13 | DPUTR . T dan Menimbulkan perorangan atau Permanen
Domestik) Distribusi By | Tahun 2022 tentang fisiko keamanan entitas peserta
Name By Addres By NIK Pelindungan Data o P
o data pribadi
Pribadi
UU 14/2008 Pasal 17
.| huruf b dan h; Undang- . Dapat . .
Rekap Data Akses Air ' disalahgunakan; Melindungi data
. N undang (UU) Nomor 27 :
14 | DPUTR | Minum Distribusi By Name dan Menimbulkan perorangan atau Permanen
Tahun 2022 tentang . :
By Addres By NIK . risiko keamanan entitas peserta
Pelindungan Data

Pribadi

data pribadi




LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON

Informasi (Berisi Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik Jadn_gkzg Vt\{(aktu
No Unit Kerja Informasi tertentu Dasar Hukum (be_risi u_raian ( |st;ngukaan
yang akan Pengecualian Informasi konsekuensi/pertimbangannya) waktunya)
dikecualikan Dibuka Ditutup
1. Undang-Undang NO
24  Tahun 2013
tentang Perubahan
atas Undang-Undang
no 23 Tahun 2006
tentang Administrasi
Data By Name By Kependudukan Kebocoran dan Melindungi data
1 | DISDUKCAPIL | Address (BNBA) (2. Undang-Undang No | penyalahgunaan perorangan atau Selamanya
penduduk 27 Tahun 2022 data pribadi entitas peserta
tentang Perlindungan
Data Pribadi

3. Undang-Undang No

11 Tahun 2008
tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik




LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN

URUSAN SOSIAL KOTA CIREBON

Informasi (Berisi

Dasar Hukum

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi

Publik (berisi uraian

Jangka Waktu

(disebutkan jangka

No | Unit Kerja Informa&_tertentg yang Pengecualian Informasi konsekuensi/pertimbangannya) waktunya)
akan dikecualikan - .
Dibuka Ditutup
UU Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Selama Undang-undang
Manusia Informasi Publik membatasi untuk
UU Nomor 14 Tahun and apabila dirahasiakan atau
2008 tentang KIP Pasal ydib%ka?dan diungkapkan ke publik,
17 Huruf H diberikan Melindunai kecuali permintaan
Nama  dan alamat UU Nomor 13 Tahun kepada dari sti mga khusus untuk:
1 | DINSOS | pemerlu Pelayanan 2011 tentang P 9 = Penelitian
. . ; Pemohon buruk dan
Kesejahteraan Sosial Penanganan Fakir | : . . = Penegakan Hukum
- nformasi Publik negatif .
Miskin dapat = Kepentingan
Permensos Nomor 8 men upn ka = Perencanaan serta
Tahun 2012 tentang rahas?a ?iba%i Pelaksanaan
Pedoman  Pendataan P Program Pemerintah
PMKS dan PSKS Pasal
17 Ayat 2
Selama Undang-undang
Informasi Publik membatasi untuk
yang apabila dirahasiakan atau
UU Nomor 14 Tahun dibuka dan g:aucr:g?iapkan l;im?:tt;;kr;
2008 tentang KIP Pasal diberikan Melindungi KhUSUS untuk‘p
Nama dan Alamat Anak 17 Huruf H kepada dari stigma o
2 | DINSOS . = Penelitian
Adopsi UU Nomor 39 Tahun Pemohon buruk dan «  Peneaakan Hukum
1999 tentang Hak Asasi | Informasi Publik negatif - Kepegtingan
Manusia dapat = Perencanaan serta
mengungkap

rahasia pribadi

Pelaksanaan

Program Pemerintah




LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN

URUSAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON

Jangka
. - . Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik Waktu
Informasi (Berisi Informasi L .
, . Dasar Hukum (berisi uraian (disebutkan
No | Unit Kerja tertentu yang akan . . . . )
. . Pengecualian Informasi konsekuensi/pertimbangannya) jangka
dikecualikan
waktunya)
Dibuka Ditutup
. o . | UU No. 14 Tahun 2008 Dapat merugikan Melindungi data .
Identitas  Pribadi  dari ' . pribadi/perusahaan Tidak
1 | DPMPTSP tentang Keterbukaan kepentingan )
Pengguna Layanan PPID . . Lo yang bersifat Terbatas
Informasi Publik pribadi/perusahaan :
rahasia
Rahasia Bisnis dan
Persaingan Usaha (Data | UU No. 14 Tahun 2008 Dapat merugikan Melindungi data Tidak
2 | DPMPTSP | Keuangan Perusahaan, | tentang Keterbukaan kepentingan perusahaan yang
. . . : . Terbatas
Rahasia Dagang, Rencana | Informasi Publik perusahaan bersifat rahasia
Investasi Strategis)
Data Pribadi Perr_nhk UU No. 14 Tahun 2008 Dapat mgruglkan Melindungi data .
Perusahaan (Identitas kepentingan perusahaan dan Tidak
3 | DPMPTSP L . tentang Keterbukaan Do .
Pribadi, Kondisi Keuangan : : perusahaan dan pribadi yang bersifat Terbatas
o Informasi Publik . : :
Pribadi) data pribadi rahasia
Identitas  Pribadi  dari | UU No. 14 Tahun 2008 | Data pribadi dapat Melindunai data Tidak
4 | DPMPTSP | Pengguna Pengaduan | tentang Keterbukaan | dibuka/diakses oleh ungt
. . : pribadi Terbatas
Layanan Informasi Publik orang lain
Persetujuan Bangunan | UU No. 14 Tahun 2008 . : .
5 | DPMPTSP | Gedung (Cetak Biru | tentang Keterbukaan . Dapat Melindungi data dan Tidak
; . . disalahgunakan dokumen Terbatas
(Blueprint) Bangunan) Informasi Publik
Data Perizinan dan Non | UU No. 14 Tahun 2008 Dapat Melinunai data dan Tidak
6 | DPMPTSP | Perizinan (Identitas | tentang Keterbukaan disalah punakan dokgumen Terbatas
Pemilik, dan Masa Berlaku) | Informasi Publik 9
Proses Pengawasan dan UU No. 14 Tahun 2008 Dapat merugikan Melindungi data .
7 | DPMPTSP Pen_egakan I_—Iukum (HASIL tentang Keterbukaan kepentingan perusahaan yang Tidak
Audit/Pemeriksaan Terbatas

Lapangan)

Informasi Publik

pribadi/perusahaan

bersifat rahasia




LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN

URUSAN TENAGA KERJA KOTA CIREBON

Informas_l (Berisi Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik _Jangka W_aktu
. , Informasi tertentu : N : , (disebutkan jangka
No | Unit Kerja Pengecualian (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)
yang akan Informasi waktunya)
dikecualikan Dibuka Ditutup
Pasal 17 huruf a
Data Identitas | poin 2 dan huruf
. Termasuk data
Peserta Pelatihan | g Undang- ibadi Melindunai brivasi P _
ang Mengikuti | Undang Nomor pribadi yang elindungi privasi . Permanen; atau
1 | DISNAKER | Y&"9 ) dilindungi dan Identitas Peserta . Terbuka apabila ada
Pelatihan di  UPT | 14 Tahun : . .
. : berpotensi Pelatihan perintah
Latihan Tenaga Kerja | 2008  Tentang disalahaunakan
Kota Cirebon Keterbukaan g
Informasi Publik
. Permanen; atau
Termasuk data Terbuka apabila ada
Data Identitas NIK | Pasal 17 huruf h pribadi yang Melindungi privasi ’ erintah pen adilan
2 | DISNAKER | Pencari Kerja | ayat 3 UU No 14 dilindungi dan pencari kerja ?Lemba ap 9
terdaftar Tahun 2008 KIP berpotensi terdaftar ag
. pemerintahan
disalahgunakan :
secara tertulis.
Termasuk data . Permanen; atau
o Melindungi privasi . Terbuka apabila ada
Data Identitas NIK Pasal 17 huruf h pribadi yang eserta erintah pengadilan
3 | DISNAKER | o2 o nqan | at3UUNo 14 | dilindungi dan i ambaga 0
gang Tahun 2008 KIP berpotensi P 9ang ag
. pemerintahan
disalahgunakan :
secara tertulis.
Data perusahaan Informasi dapat . Permanen; atau
yang menerapkan | Pasal 17 huruf b | disalahgunakan oleh Meni . . Terbuka apabila ada
. . : enjaga strategi . ;
4 | DISNAKER produktivitas dan {UU No. 14 pihak-pihak yang usaha dan privasi perintah pengadilan
peningkatan Tahun 2008 tidak terkait dan erusahgan /Lembaga
produktivitas ~ yang | tentang KIP persaingan usaha P pemerintahan

dilakukan

tidak sehat.

secara tertulis.




Termasuk data

a. Permanen; atau
b. Terbuka apabila ada

. Pasal 17 huruf h pribadi yang . S . ;
Data Identitas NIK - . Melindungi privasi perintah pengadilan
DISNAKER | comipMi terdaftar | 2Y3t 3 UY No 14 dilindungi dan CPMI/PMI /Lembaga
Tahun 2008 KIP berpotensi .
. pemerintahan
disalahgunakan )
secara tertulis.
a. Permanen; atau
Termasuk data b. Terbuka apabila ada
Data pendaduan PMI Pasal 17 huruf h pribadi yang Melindungi privasi ’ erintah pen adilan
DISNAKER bermfsalgh ayat 3 UU No 14 dilindungi dan CPMI/PMI /pl_emba ap 9
Tahun 2008 KIP berpotensi Bermasalah ag
. pemerintahan
disalahgunakan :
secara tertulis.
Data Tenaga Kerja Termasuk data a. Permanen; atau
Asing yang berada di | Pasal 17 huruf h pribadi yang Melindunai orivasi b. Terbuka apabila ada
DISNAKER | Kota Cirebon | ayat 3 UU No 14 dilindungi dan TK?Ap perintah pengadilan
(Dokumen Pribadi | Tahun 2008 KIP berpotensi /Lembaga
Keimigrasian) disalahgunakan pemerintahan
Menjaga a. 10 tahun; atau
N : Informasi dapat kerahasiaan b. Terbuka apabila ada
Perjanjian Kerjasama | Pasal 17 huruf h disalahgunakan oleh ihak-pihak yan erintah pengadilan
DISNAKER | Pelatihan dan On The | ayat 3 UU No 14 | & g pihak-pihak yang P peng
Job Training (OJT) | Tahun 2008 Kip | Pihak-pihak  —yang | terkait dalam /Lembaga
Mtidak terkait Kerjasama Pelatihan pemerintahan
dan Pemagangan secara tertulis
Menjaga privasi data
perusahaan,
Pasal 17 huruf b Melindungi a. Permanen; atau
Undang-Undang kekayaan intelektual |b. Terbuka apabila ada
Data Peraturan | Nomor 14 Tahun | Berisi informasi data | dan perlindungan perintah pengadilan
DISNAKER L , :
Perusahaan 2008 Tentang | privasi perusahaan | dari persaingan /lembaga
Keterbukaan usaha yang tidak Pemerintahan
Informasi Publik sehat bagi secara tertulis.

perusahaan




Data Perjanjian Kerja

Pasal 17 huruf b
Undang-Undang
Nomor 14 Tahun

Berisi informasi data

Menjaga privasi data
perusahaan,
Melindungi kekayaan
intelektual dan

a. Permanen; atau
b. Terbuka apabila ada

perintah pengadilan

10 | DISNAKER Bersama 2008 Tentang | privasi perusahaan perlindungan dari /Lembaga
Keterbukaan persaingan usaha pemerintahan
Informasi Publik yang tidak sehat secara tertulis.
bagi perusahaan
Menjaga privasi data
Pasal 17 huruf b perusahaan, . Permanen; atau
Data Peraniian Keria Undang-Undang Melindungi kekayaan | b. Terbuka apabila ada
jan] J& | Nomor 14 Tahun | Berisi informasi data intelektual dan perintah pengadilan
11 | DISNAKER | Waktu Tertentu L . .
2008 Tentang | privasi perusahaan perlindungan dari /Lembaga
(PKWT) . .
Keterbukaan persaingan usaha pemerintahan
Informasi Publik yang tidak sehat secara tertulis.
bagi perusahaan
Menjaga privasi data )
Pasal 17 huruf b . Permanen; atau
perusahaan, i
Undang-Undang . . . Terbuka apabila ada
. L . Melindungi kekayaan . .
Data Serikat | Nomor 14 Tahun | Berisi informasi data . perintah pengadilan
12 | DISNAKER , : o intelektual dan
Pekerja/Serikat Buruh | 2008 Tentang | privasi perusahaan . , /Lembaga
perlindungan dari )
Keterbukaan . pemerintahan
: : persaingan usaha )
Informasi Publik . . secara tertulis.
yang tidak sehat bagi
perusahaan
Menjaga privasi data
Pasal 17 huruf b perusahaan, . Permanen; atau
Undang-Undang Melindungi kekayaan |b. Terbuka apabila ada
13 | DISNAKER Data Lembaga Kerja | Nomor 14 Tahun | Berisi informasi data intelektual dan perintah pengadilan
Sama (LKS) Bipartit | 2008 Tentang | privasi perusahaan perlindungan dari /Lembaga
Keterbukaan persaingan usaha pemerintahan

Informasi Publik

yang tidak sehat
bagi perusahaan

secara tertulis.




Pasal 17 huruf b
dan huruf h
Undang-Undang

Berisi informasi data

1. Menjaga privasi
data perusahaan,
Melindungi
kekayaan
intelektual dan
perlindungan dari

a. Permanen; atau

Terbuka apabila ada

14 | DISNAKER Data PerseI|S|_han Nomor 14 Tahun | Privasi perusahaa_m persaingan usaha perintah pengadilan
Hubungan Industrial dan data pribadi ; /Lembaga
2008 Tentang ckeria yang tidak sehat emerintahan secara
Keterbukaan P J bagi perusahaan P tertulis
Informasi Publik 2. Menjaga data ’
pribadi pekerja
yang sedang
berselisih
1. Menjaga privasi
data perusahaan,
Melindungi
Pasal 17 huruf b kekayaan A Permanen: atau
dan huruf h isi inf id intelektual dan | buk ’b'I q
Data Penyelesaian | Undang-Undang Be_r|S| Informasi data perlindungan dari Ter_ uka apablia ada
privasi perusahaan ) perintah pengadilan
15 | DISNAKER | Kasus dengan PB | Nomor 14 Tahun o persaingan usaha
. dan data pribadi ; /Lembaga
dan Anjuran 2008 Tentang ckeria yang tidak sehat emerintahan secara
Keterbukaan P J bagi perusahaan P tertulis
Informasi Publik 2. Menjaga data '
pribadi pekerja
yang sedang
berselisih
Menjaga privasi data
Pasal 17 huruf b perusahaan, a. Permanen; atau
Undang-Undang L . Melindungi kekayaan | b. Terbuka apabila ada
16 | DISNAKER Data Penutupan | Nomor 14 Tahun Bﬁ(/';;'”gﬁg:ﬁ;gﬁta intelektual dan perintah pengadilan
Perusahaan 2008 Tentang P P perlindungan dari /Lembaga
Keterbukaan persaingan usaha pemerintahan

Informasi Publik

yang tidak sehat
bagi perusahaan

secara tertulis.




17

DISNAKER

Data Pelaporan PHK

Pasal 17 huruf b
dan huruf h
Undang-Undang
Nomor 14 Tahun
2008 Tentang
Keterbukaan

Informasi Publik

Berisi informasi data
privasi perusahaan
dan data pribadi
pekerja

. Menjaga

privasi
data perusahaan,
Melindungi
kekayaan
intelektual dan
perlindungan dari
persaingan usaha
yang tidak sehat
bagi perusahaan

. Menjaga data
pribadi pekerja
yang sedang

berselisih

a. Permanen; atau

b. Terbuka apabila ada
perintah pengadilan

/Lembaga
pemerintahan
secara tertulis.




LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN

URUSAN PERHUBUNGAN KOTA CIREBON

Jangka Waktu
Unit Informasi (Berisi Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi (disebutkan
No Keri Informasi tertentu yang Pengecualian uraian konsekuensi/pertimbangannya) jangka
erja : . :
akan dikecualikan Informasi waktunya)
Dibuka Ditutup
Titikk Koordinat dan Transparansi anggaran | Menghindari sabotase
1 | DISHUB | Spesifikasi Teknis 3808 Eg.sallld} Jlit?g pemeliharaan sistem kendali lampu (Janl.[-)rgguzr(l)ze)
Jaringan FO ATCS infrastruktur lalu lintas
Dokumen Teknis Rinci | UU No. 14 Tahun Mengeta_hw , Mglln_dung| stratggl
. rekomendasi teknis bisnis dan desain 1 Tahun
2 | DISHUB | dan Rahasia Dagang | 2008 Pasal 17 Huruf b ) ..
. kelancaran lalu linta teknis internal (Jan-Des 2026)
Andalalin Pengembang | UU No. 22 Tahun 209
area proyek pengembang
Data Pribadi Pemilik UU No. 27 Tahun Statistik jumlah total Melindungi privasi
. 2022 (PDP) L : . 1 Tahun
3 |DISHUB |Izin  Trayek (NIK, armada dan rute yang | pemilik izin dari potensi
Alamat, No HP) UU No. 14 Tahun tersedia tindak kriminal (Jan-Des 2026)
’ 2008 Pasal 17 Huruf h
Rencana Detail - Rute UU No. 14 Tahun | Informasi pengalihan Menghindari ancaman
Perjalanan VVIP ) . 1 Tahun
4 | DISHUB 2008 Pasal 17 Huruf ¢ arus lalu lintas demi keamanan terhadap
(Escort dan Route . . (Jan-Des 2026)
UU No. 9 Tahun 2010 kelancaran publik rute pejabat negara
Management)
Melindungi data pribadi
. kepala sekolah/guru
Data Profil Internal dan UU No. 27 Tahun Publik dgpat (nomor pribadi) dan
. 2022 (PDP) mengetahui Daftar o
Kontak Person Pihak detail internal sekolah 1 Tahun
5 | DISHUB UU No. 14 Tahun | Nama TK/PAUD yang : :
Pengelola TK/Paud L . | yang bersifat rahasia | (Jan-Des 2026)
2008 Pasal 17 Huruf g | telah mengikuti edukasi . :
Peserta SALUD untuk menghindari
dan h keselamatan . )
spamming atau tindak
kriminal
Identitas Juru Parkir Jaminnan bahwa Menghindari intimidasi
6 | DISHUB | yang dilaporkan UU No. 14 Tahun pengaduan warga atau konflik fisik di 1 Tahun

(Pelapor dan Terlapor)

2008 Pasal 17 Huruf i

ditindaklanjuti

lapangan

(Jan-Des 2026)




DISHUB

Rincian Setoran
PAD/Retribusi per Titik
atau per Jukir Spesifik

UU No. 14 Tahun
2008 Pasal 17 Huruf i
UU No. 1 Tahun 2022

Publik mengetahui
Total Target dan
Realisasi PAD tahunan

Melindungi rahasia
data wajib retribusi dan
persaingan usaha

1 Tahun
(Jan-Des 2026)

Melindungi data teknis

Rincian Teknis Detail | UU No. 14 Tahun Publik dapat privat pemilik
DISHUB Hasil Uji (Item | 2008 Pasal 17 Huruf h mengakses Status kendaraan agar tidak 1 Tahun
Kerusakan Spesifik | UU No. 22 Tahun | Kelulusan Uji KIR dan disalahgunakan pihak | (Jan-Des 2026)
Kendaraan) 2009 masa berlaku ketiga (misal: saat jual
beli)
Peta Jaringan Kabel UU No. 14 Tahun Mengetahui sebaran Mencegah pencurian 1 Tahun

DISHUB

Bawah Tanah dan

Panel Induk PJU

2008 Pasal 17 Huruf c

titik lampu PJU untuk
keamanan warga

kabel tembaga atau
perusakan panel listrik

(Jan-Des 2026)




LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN

URUSAN PENDIDIKAN KOTA CIREBON

Jangka Waktu
Unit Informasi (Berisi Informasi Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi (disebutkan
No Keri tertentu yang akan Pengecualian uraian konsekuensi/pertimbangannya) jangka
erja . : :
dikecualikan Informasi waktunya)
Dibuka Ditutup
Data pribadi peserta didik Pasal 1_7 huruf h Melanggar hak privasi
UU KIP; Pasal 26 . . L Selama data
1 | DISDIK | ((NIK, KK, alamat lengkap, ) dan berpotensi Melindungi privasi - :
data kesehatan) Perkl 1/2021; UU disalahgunakan dilindungi
27/2022
Berpotensi merugikan .
2 | DISDIK | Nilai individual peserta didik | ~2s&l 17 huruf ) ologis dan privasi | Melindungi privasi | S¢'ama siswa
Uu KIP siswa aktif
Data penerima bantuan | Pasal 17 huruf h Menimbulkan stigma . S Selama data
3 | DISDIK pendidikan per individu Uu KIP sosial Melindungi privasi relevan
0 . Pasal 17 huruf h :
4 | pispik | Data pribadi pendidik (NIK, |, . perg| _Berpotensi Melindungi privasi | Scama data
alamat, rekening, BPJS) 1/2021 disalahgunakan dilindungi
Laporan pengaduan : : .
Pasal 17 huruf h | Berpotensi menimbulkan . o Sampai
5 | DISDIK masye_lrakat yang belum UU KIP fithah Melindungi privasi diverifikasi
diverifikasi
. Pasal 17 huruf h | Melindungi keselamatan . S Selama
6 | DISDIK | Identitas pelapor/pengadu UU KIP dan privasi pelapor Melindungi privasi diperlukan
Pasal 17 huruf a
2 | DISDIK Dokumgn audit internalyang [dan b UU KIP; Mengganggu proses Melindungi privasi | Sampai selesai
belum final Pasal 27 PerKl pengawasan
1/2021
Dokumen hasil pemeriksaan Pasal 17 huruf a Mengganggu proses Sampai resmi
8 | DISDIK | eksternal sebelum gganggu p Melindungi privasi ‘mp
di UU KIP penegakan hukum diumumkan
iumumkan
Strategi pengamanan | Pasal 17 huruf a Membahayakan . o Selama
9 | DISDIK sekolah Uu KIP keamanan sekolah Melindungi privasi digunakan




10 | DISDIK .SOP tanggap darurat | Pasal 17 huruf a Risiko penyalahgunaan Menaati Aturan | Selama berlaku
internal rinci UuU KIP
Draft kebijakan pendidikan | Pasal 17 huruf d Menimbulkan : Sampai

11| DISDIK yang belum ditetapkan UU KIP kebingungan publik Menaati Aturan ditetapkan
Dokumen seleksi kepala | Pasal 17 huruf h . . : Sampai proses

12 | DISDIK sekolah (nilai individual UU KIP Merugikan peserta seleksi | Menaati Aturan selesai
Data investigasi kasus di | Pasal 17 huruf a Mengganggu proses : . .

13 | DISDIK satuan pendidikan UU KIP hukum Menaati Aturan Sampai selesai
Informasi yang dikecualikan Waiib patuh pada putusan

14 | DISDIK | berdasarkan putusan | Pasal 17 UU KIP o P hulfum P Menaati Aturan Sesuai putusan
pengadilan

- Menghambat proses

15 | DIsDIK | D@ Pokok  Pendidik | 5o 0l 17 UUKIP | kebijakan Menaati Aturan | S¢'ama data

(Dapodik) - relevan
pendidikan
16 | DISDIK | Data Sarana Prasarana Pasal 17 UU KIP Merugikan kepentingan Menaati Aturan Selama data

negara

relevan




LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIREBON

Informasi Jangka
(Berisi Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik Waktu
. : Informasi Dasar Hukum Pengecualian (berisi uraian (disebutkan
No Unit Kerja . . . ;
tertentu yang Informasi konsekuensi/pertimbangannya) jangka
akan waktunya)
dikecualikan Dibuka Ditutup
UU Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan
Infromasi Publik.
e Pasal 17 huruf a Informasi
Publik yang apabila dibuka
dan diberikan kepada e Meniaga
Pemohon Informasi Publik stabflit?as
dapat menghambat proses K
eamanan
penegakan hukum. : dan k i
e Mengungkapkan data | ® Berpotensi an ketertiban
intelien  criminal  dan membahayakan masyarakat.
ren cjana-rencana an keamanan dan| e Menjaga hak
Jumlah berhubunaan dex aﬁ ketertiban privasi dan Selama
1 BAKESBANGPOL Narapidana ubung 9 masyarakat HAM berlak
Terorisme pencegahan dan e Melanggar hak | ¢ Mencegah enaxu
penanganan segala bentuk o .
kejahatan transnasional privast subjek penyalahguna
' data (napiter dan an informasi
Peraturan Komisi Informasi keluarganya) ?(Ijehk pihak
(PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 t; at
tentang Standar Layanan pertanggung
jawab

Informasi Publik.

e Pasal 11 ayat (1) huruf e
Badan Publik tidak wajib
menyediakan informasi
yang bukan merupakan
kewenangannya atau




dikuasai karena hubungan
kerja dengan badan publik
lain.

UU Nomor 17 Tahun 2011

tentang Intelijen Negara.

e Pasal 26 setiap orang atau
adan  hukum dilarang

membuka dan/atau
membocorkan rahasia
intelijen.

UU No 27 Tahun 2022 tentang
Perlindungan Data Pribadi
Pasal 4 ayat (2) Data Pribadi
yang bersifat spesifik
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:
catatan kejahatan




LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN
URUSAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA CIREBON

Jangka
Informasi (Berisi Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik Waktu
No | Unit Keria Informasi tertentu Dasar Hukum Pengecualian (berisi uraian (disebutkan
J yang akan Informasi konsekuensi/pertimbangannya) jangka
dikecualikan waktunya)
Dibuka Ditutup
Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2022 tentang Akan berpotensi Dalam rangka
Identitas Lengkap Perlindngan Data Pribadi (UU envalah unagm penegakan
1 | SATPOL PP | Pelanggar Peraturan | PDP) dan Undang-Undang gatg dangmelan ar hukum, yang sah 3 tahun
Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2008 tentang hak brivasi in diVidgl.? dan dalam proses
Keterbukaan Informasi Publik P yustisi
(UU KIP)
Pasal 72 Kita Undang-Undang Dalam ranaka
Berita Acara Hukum Acara Pidana (KUHP) | Akan berpotensi eneqakan 9
. dan Undang-Undang Nomor 14 | penyalahgunaan beneg
2 | SATPOL PP Pemeriksaan hukum, yang sah 3 tahun
p Tahun 2008 tentang | data dan melanggar
elanggar/Terdakwa . . T dan dalam proses
Keterbukaan Informasi Publik | hak privasi individu envidikan
(UU KIP) beny
Undang-Undang Nomor 27
Dalam rangka
. Tahpn 2022 _ tentang Akan berpotensi | penegakan
Identitas Lengkap Perlindugan Data Pribadi (UU envalahaunaan hukum. vana sah
3 | SATPOL PP | Pelanggar Peraturan | PDP) dan Undang-Undang gatg dangmelan ar | dan da’IaBr/n groses 3 tahun
Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2008 tentang hak brivasi indivigl? embinaan P dan
Keterbukaan Informasi Publik P pen awasan
(UU KIP) beng
Pasal 72 Kita Undang-Undang Dalam rangka
Hukum Acara Pidana (KUHP) | Akan berpotensi | penegakan
4 | SATPOL PP Surat Pernyataan dan Undang-Undang Nomor 14 | penyalahgunaan hukum, yang sah 3 tahun

Pelanggar

Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik
(UU KIP)

data dan melanggar
hak privasi individu

dan dalam proses
pembinaan  dan
pengawasan




Berkas Perkara

Undang-Undang Nomor 14

Berpotensi
mengganggu proses

Menjamin proses
penyidikan

- Tahun 2008 tentang | penyidikan, . o
SATPOL PP zr?n)r/:]daizﬁmnbzligllin Keterbukaan Informasi Publik | mempengaruhi 3226"6‘” Ostggﬁg]; 3 tahun
yang J (UU KIP) saksi, dan merukan ketentuan hukum
penegakan hukum '
Undang-Undang Nomor 14 Dapat merugikan | Melindungi hak
. reputasi dan | individu dan
SATPOL PP |dentitas tersqngka Tahun 2008 tentang melanggar hak asasi | minjunjung asas 3 tahun
dan saksi Keterbukaan Informasi Publik
(UU KIP) sebelum adanya | praduga tak
putusan bersalah
Dapat
Berita Acara _L;ggsr?g-Undggglglomor tentar114 mempengaruhi Menjaga integritas
SATPOL PP : : 9| substansi perkara | proses hukum dan 3 tahun
Pemeriksaan (BAP) | Keterbukaan Informasi Publik dan jalannya | kepastian hukum

(UU KIP)

persidangan




LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN
URUSAN KESEHATAN KOTA CIREBON

Jangka
Informasi (Berisi Informasi Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik Waktu
, . Dasar Hukum (berisi uraian (disebutkan
No | Unit Kerja tertentu yang akan i ; . K K oertimb onak
dikecualikan Pengecualian Informasi onsekuensi/pertimbangannya) jangka
waktunya)
Dibuka Ditutup
Informasi identitas pasien Dapat dibuka
. Pasal 17 huruf h angka 3 Untuk
DINKES — | seperti nama, alamat dan . .
Undang-Undang Rl | Mengungkap rahasia kepentingan
RSD nomor telepon serta ) : . . . .
1 GUNUNG bersarnva biava hutan Nomor 14 Tahun 2008 | pribadi terkait kondisi | Menaati aturan audit dan
JATI an dit)z;n u¥1 asiegrlm tentang Keterbukaan | keuangan seseorang. penagihan
yang terggbu?p Informasi Publik melalui
KPKNL.
Informasi atau
dokumentasi mengenai .
alur, mekanisme algt atau Peraturan Menteri
DINKES - - ' Kesehatan Rl Nomor 37
algoritma yang digunakan Melanggar ketentuan
RSD Tahun 2019 tentang . :
2 GUNUNG dalam pembuatan atau Pedoman Pengelolaan Peraturan Menteri Menaati aturan 5 tahun
penerapan sistem . . . | Kesehatan
JATI Informasi  Publik  di
keamanan data rumah Linakunaan
sakit termasuk rekam gkung
medik elektronik
Pasal 17 huruf h angka 2
dan huruf j Undang —
Undang RI Nomor 14 Melanggar hak pasien Zsag&un
DINKES — | Informasi yang berkaitan | Tahun 2008 tentang 99 P .
: : : . | karena dapat jika telah
RSD dengan indentitas pasien | Keterbukaan Informasi : ;
3 . : . mengungkap data | Menaati aturan dibuka
GUNUNG | dan riwayat penyakit yang | Publik. asien vana bersifat dalam
JATI diderita pasien. Peraturan Menteri privasi yang roses
Kesehatan Nomor 24 |P ' P :
pengadilan

Tahun 2022 tentang
Rekam Medis Elektronik




Melanggar hak pasien

karena dapat
Pasal 17 huruf h Undang | mengungkap data
— Undang RI Nomor 14 | pasien yang bersifat 5 tahun atau
DINKES — | Informasi berupa gambar, | Tahun 2008 tentang | privasi. jika telah
RSD foto dan video tentang Keterbukaan Informasi | Dapat mengganggu Menaati aturan dibuka
GUNUNG | rekaman tindakan medis, | Publik. kinerja petugas dalam
JATI pasien dan petugas. Undang-Undang Nomor | kesehatan dalam proses
17 Tahun 2023 tentang | melaksanakan pengadilan
Kesehatan tindakan medis dan
pelayanan kesehatan
lainnya.
Informasi Iaporan dugaan 1 Pasal 17 huruf a .
praktek korupsi yang harus 1. Mengurangi
. . : . angka 2 Undang — SO
dijaga dari publik yaitu partisipasi 5 tahun atau
; b . Undang RI Nomor -
informasi indentitas Masyarakat untuk jika sudah
14 Tahun 2008 . )
pelapor dan terlapor tentang mengawasi  dan dibuka
DINKES — | | e liarga dan nomor | Keterbukazn dugan roscs
RSD uarga ¢an Informasi Publik. ug . . prose
telepon, kronologi, dan pelanggaran di | Menaati aturan pengadilan
GUNUNG : ! 2. Undang-Undang :
atau objek aduan baik RSD Gunung Jati
JATI . Nomor 30 Tahun )
laporan yang dilakukan 2. Masyarakat tidak
2002 tentang S
secara langsung, kanal Komisi memiliki
pengaduan maupun Pemberantasan kepercayaan
melalui surat, serta detail . : terhadap di RSD
) . Tindak Pidana :
dari laporan yang masih Korupsi Gunung Jati

bersifat praduga.




UU No. 14 tahun

2008 tentang KIP Apablla
DINKES — | Data pribadi penderita Pasal 17 Huruf h : . persetuj[l)Jan
: UU No. 39 Tahun | Mengungkap data | Melindungi  data
RSD penyakit menular N . o yang
! 1999 tentang Hak | pribadi yang bersifat | pribadi yang
GUNUNG | dan/atau wabah penyakit : . : : . bersangkuta
Asasi Manusia rahasia bersifat rahasia
JATI dan
UU No. 36 Tahun kepentinaan
2009 tentang ihusug
Kesehatan
UU No 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan a. Melindungi
Informasi Publik rahasia pribadi Sampai
pasal 17 huruf h dan | a. Mengungkap terkait  kondisi den Fz);m
huruf i rahasia pribadi kesehatan dan dibukg oleh
UU No 29 Tahun terkait kondisi fisik seseorang : .
. e . | pihak-pihak
. . 2004 tentang kesehatan dan fisik yang dilindungi
DINKES — | Data rekam medis pasien yang berhak
. Praktek Kedokteran seseorang undang- undang
RSD rumah sakit/Puskesmas : . atas
. . pasal 47 ayat (2) Data dapat | Melindungi/ . .
GUNUNG | termasuk nomor registrasi : : : informasi
: UU No 36 Tahun dimanipulasi, mengamankan .
JATI rekam medis : . | rekam medis
2009 tentang dipalsukan  atau | data dari
: : : berdasarkan
Kesehatan pasal 57 disalahgunakan manipulasi, Peraturan
ayat (1) untuk tujuan | pemalsuan  atau Perundanau
UU No 44 Tahun kejahatan penyalahgunaan ndan ar?
2009 tentang untuk tujuan 9
Rumah Sakit Pasal kejahatan

32 huruf i tentang
Hak Pasien




LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN
URUSAN KECAMATAN KOTA CIREBON

Jangka
Informasi (Berisi Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Waktu
. . . Dasar Hukum Pengecualian Publik (berisi uraian (disebutkan
No | Unit Kerja Informasi tertentu yang ) : . )
. ) Informasi konsekuensi/pertimbangannya) jangka
akan dikecualikan
waktunya)
Dibuka Ditutup
Data statistik Data  individu
Seluruh Laporan Pindah Datang UU No. 14 T_ahun .2008 Pasal 17 | agregat penduduk (NIK,
1 huruf h dan i (perlindungan data | kependudukan 5 Tahun
Kecamatan Penduduk o alamat
pribadi) dapat lengkap)
dipublikasikan grap
5 Seluruh Dokumen Keamanan UU 14/2008 Pasal 17 huruf g Informasi umum | Denah, titik Selama
Kecamatan Kantor prosedur pengamanan berlaku




LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN

URUSAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA CIREBON

Jangka
: - : . . . L Waktu
Unit Informa3| (Berisi Dasar Huk_um KonsekuensVPertlmbar_]gan _Bagl Publik (berisi uraian (disebutkan
No Keri Informasi tertentu yang Pengecualian konsekuensi/pertimbangannya) )
erja , . : jangka
akan dikecualikan Informasi waktunya)
Dibuka Ditutup
Publik mengetahui fokus
Ringaksan Informasi Pasal 9 ayat (2)| pengawasan pemerintah Selama
1 | IRDA tentang Program atau huruf b UU KIP No. | (missal: pengawasan dana desa, | Menaati aturan program
Kegiatan Inspektorat 14 Tahun 2008 audit sekolah, atau evaluasi berjalan
infrastruktur).
Per[slntfl?rrarlrr]laiéeﬁ(tigan Publik memahami hak dan Selamanya
dan atau Kébi'apkan an’ Pasal 9 ayat (2) kewajibannya serta memiliki (selama
ol yang Y kepastian hukum atas prosedur . kebijakan
2 | IRDA Mengikat atau huruf d UU KIP No . Menaati aturan
) . yang berlaku di inspektorat. Hal tersebut
Berdampak bagi publik | 14 Tahun 2008 > L o ;
ana dikeluarkan oleh ini meminimalkan terjadinya masih
yang malapraktik administrasi berlaku)
Inspektorat
Publik mengetahui kompetensi
auditor/pegawai inspektorat Selamanya
Pelatihan dan Bimbingan | Pasal 9 UU KIP No. heg P . (arsip
3 | IRDA . dalam mengawal uang negara. | Menaati aturan
Teknis 14 Tahun 2008 Hal ini menuniukan laporan
. . J tahunan)
profesionaliseme lembaga
Laporan Kinerja Peraturan Memberikan kepastian kepada Selamanya
4 | IRDA Pertanggungjawaban Pemerintah No. 13 g;shyarakr?]terg:r;vr\:iarl]nspelfltjc;g Menaati aturan (SZP:;ga'
Inspektorat Tahun 2019 pengawasan dengan efisien publik)
Laporan pengaduan Akan berpotensi , .
Pasal 17 huruf h UU Berpotensi Sampai
5 | IRDA | masyarakat yang belum KIP penyalahgunaan data dan menimbulkan fitnah diverifikasi

diverifikasi

melanggar hak privasi individu




LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN
URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA CIREBON

Jangka
Unit Informasi (Berisi Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian (disvggﬁttllian
No Keria Informasi tertentu yang Pengecualian konsekuensi/pertimbangannya) onaka
J akan dikecualikan Informasi Jang
waktunya)
Dibuka Ditutup
Pasal 17 huruf h. i Melindungi hak privasi
dan i UU N0’141 dan keamanan data
1 | BPBD Data pribadi korban Tahunj 2008 tentén Melanggar privasi dan | pribadi korban bencana Tidak
bencana Keterbukaan 9 perlindungan data pribadi serta menjamin | Terbatas
Informasi Publik perlindungan terhadap
kelompok rentan
Pasal 17 huruf h dan Meniaga
| UU No. 14 Tahun | Berpotensi disalahgunakan en Jal%th unaan dari Tidak
2 | BPBD Biodata pegawali 2008 tentang | oleh orang yang tidak piha>:< 9 an tidak | Terbatas
Keterbukaan berkepentingan b yang

Informasi Publik

berkepentingan




LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN
URUSAN KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA CIREBON

Jangka
Informasi (Berisi : , . . - Waktu
. i : Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi ,
No Un!t Informasi tertentu Dasar Hukum Pen_gecuallan uraian konsekuensi/pertimbangannya) (d|§ebutkan
Kerja yang akan Informasi jangka
dikecualikan waktunya)
Dibuka Ditutup
Data qugguna Undang-undang Republik Data pribadi
Sertifikat . o .
. Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 | Terancamnya data | pengguna terjamin Tidak
1 DKIS | Elektronik untuk : . : .
tentang Informasi dan Transaksi | pribadi pengguna keamanan serta terbatas
Tanda Tangan elektronik Pasal 26 keutuhannya
Elektronik (TTE) y
Data Undang-undang Republik Ancaman rahasia Terjaminnya
Pengelolaan Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 . . .| rahasia Tidak
2 DKIS : , . | pekerjaan  organisasi : :
Surat melalui tentang Informasi dan Transaksi emerintah pekerjaan/kegiatan terbatas
Aplikasi Sanapati | elektronik Pasal 32 b pemerintahan
_?_?tEa penggggz Undang-undang Republik
o P Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Data pribadi
Aplikasi  Sistem . . L .
tentang Informasi dan Transaksi | Terancamnya data | pengguna terjamin tidak
3 DKIS | Penghubung . : ,
elektronik Pasal 26 pribadi pengguna keamanan serta terbatas
Layanan  (SPL) keutuhannya
aktif dan
nonaktif
Tersebarnya celah | Terjaminnya celah
keamanan sistem | keamanan sistem
Undang-undang Republik informasi yang masuk | informasi yang
N . dalam daftar | masuk dalam :
Daftar Pengujian | Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 . .. tidak
4 DKIS oo . . | pengujian keamanan | daftar pengujian
Aplikasi (VA) tentang Informasi dan Transaksi : . terbatas
- dan kemudian | keamanan sampai
elektronik Pasal 32 : o :
dieksploitasi oleh dengan perbaikan

pihak yang tidak
bertanggungjawab

aplikasi dari sisi

keamanan




Data monitoring

Undang-undang Republik

Tersebarnya data

Terjaminnya data

Security Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 | serangan dan aktifitas | serangan dan tidak
DKIS : : : o
Operation tentang Informasi dan Transaksi | server yang | aktifitas server terbatas
Center (SOC) | elektronik Pasal 32 dimonitoring yang dimonitoring
Laporan
Pengelolaan Teriami
Kegiatan Laporan Pengelolaan Kegiatan | Ancaman rahasia | . laminnya :
: \ . | rahasia Tidak
DKIS Layanan Kelompok Layanan Persandian | pekerjaan  organisasi ckeriaan/keaiatan terbatas
Persandian dan | dan Keamanan Informasi pemerintah P Je 9
pemerintahan
Keamanan
Informasi
Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 76 Tahun 2013
tentang Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Pasal 13 butir
(c) yang berbunyi "menjamin
kerahasiaan identitas pelapor
sesuai dengn ketentuan Tersebarnya data
Identitas perundang - undangan sertg pribadi Pelapor dan | Menjaga dan .
Peraturan Menteri , : tidak
DKIS Pelapor pada Pend A ¢ terancamnya melindungi data terbatas
SP4N LAPOR endayagunaan _Aparatit 1 selamatan jiwa | ldentitas Pelapor
Negara dan Reformasi Birokrasi Pelapor
Nomor 62 Tahun 2018 tentang
Pedoman Sistem Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional Bab
IV Kode Etik poin (2) larangan
butir (b)
menyebarluaskan identitas
pengadu
Peraturan Menteri | Disalahgunakan oleh sampai
Isi Pengaduan | Pendayagunaan Aparatur | pihak yang tidak | Menjaga dengan
DKIS pada SP4N Negara dan Reformasi Birokrasi | bertanggungjawab dan | kelancaran tindak | penyelesaian
LAPOR Nomor 62 Tahun 2018 tentang | menghambat proses | lanjut pengaduan tindak lanjut
Pedoman Sistem Pengaduan | tindak lanjut pengaduan




Pelayanan Publik Nasional Bab
IV Kode Etik poin (2) larangan
butir (c) menyebarluaskan
informasi dan dokumen (d)
memanfaatkan informasi yang
diperoleh untuk kepentingan lain
selain penyelesaian

Pengaduan

penyelesaian
pengaduan

DKIS

Identitas
Pemohon
Informasi Publik

Peraturan Presiden Nomor 76
Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik
Pasal 15 (Perlindungan
Pengaduan)

data
Pemohon

Tersebarnya
pribadi
Informasi

Menjaga dan
melindungi data
Identitas Pemohon
Informasi Publik

tidak
terbatas

10

DKIS

Bandwidth
Management;
Perangkat
Jaringan

Pasal 17 huruf (j)
Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Ketrbukaan Informasi Publik
Pasal 30 Undang-Undang No. 11
Tahun 2008 tentang ITE Pasal 16
huruf b Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 Tentang ITE
Pasal 2 ayat 1 huruf g dan ayat 8
Peraturan Presiden Nomor 95
Tahun 2019 Tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik

Undang-

Disalahgunakan oleh
pihak yang tidak
bertanggungjawab dan
menghambat  proses
pelaksanaan SPBE

Dapat melindungi
kepentingan
perlindungan
kekayaan
intelektual.

sampai
dengan
kesepakan
antara kedua
belah pihak

11

DKIS

IP Address
Private/Internet
Protocol

Undang-undang (UU) Nomor 1
Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi
Elektronik Pasal 43

terancamnya
keamanan
serta data

perangkat

Melindungi akses
dan keamanan
jaringan

tidak
terbatas




Undang-undang (UU) Nomor 1
Tahun 2024 tentang Perubahan

terancamnya Melindungi .
12 | DKIS Lokasi Server Ee?nuar 1ft?rsh Lr:ngggg-t)nn(iagg keamanan perangkat | perangkat serta tetrlt()j:tl;s
omor 2 and entang | serta data data
Informasi dan
Transaksi Elektronik
Pasal 17 huruf (c) dan huruf (i)
Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang KIP
Source Code
Aplikasi; Data LPJazal 18 hurulfl $ hUndzagOgS- Disalahgunakan oleh sampai
Dokumen tntangl fomor d aTun Ksi pihak yang tidak Melindungi source dengan
13 | DKIS | Sistem Aplikasi; entang Informasi dan lransaksi bertanggungjawab dan gl kesepakan
Elektronik code aplikasi
Database menghambat  proses antara kedua
Aplikasi Sistem | Pasal 25 Undang-Undang Nomor | e|aksanaan SPBE belah pihak
Aplikasi 19 Tahun 2016 tentang
' perubahan atas Undang-Undang
No 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi
Elektronik
Koordinat Informasi teknis
14 | DKIS jaringan UU 14/2008 Pasal 17 huruf ¢ Risiko sabotase Permanen
, . terbatas
infrastruktur vital
UU 14/2008 Pasal 17 huruf c; UU
Password & - :
15 | DKIS sistem 11/2008 tentang Informasi dan Peretasan sistem Publik tak tahu Permanen

keamanan IT

5Transaksi Elektronik jo 19/2016
Pasal 30

sistem internal




